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Pemohon Uji Materi Aturan Jumlah Anggota KPU
Daerah Perbaikan Permohonan

Jakarta, 30 April 2018 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang
Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada
Senin (30/04), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan.
Permohonan ini teregistrasi dengan dua nomor perkara yakni 30/PUU-
XVI1/2018 yang diajukan oleh Muhammad Hafidz dan 31/PUU-XVI1/2018
diajukan oleh Erik Fitriadi, Miftah Farid, A. Wahab Sunet, lwan Setiyono,
Akbar Khadafi, Turki, Mu’'ammar, dan Habloel Mawadi.

Pada sidang Senin (16/4) lalu, Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati meminta Muhammad Hafidz selalu Pemohon
dalam perkara nomor 30/PUU-XVI1/2018 untuk lebih mengelaborasi apa yang
menjadi kerugian konstitusional yang dialaminya.

Sedangkan terhadap perkara nomor 31/PUU-XVI/2018, Hakim Konstitusi
Aswanto meminta pemohon memperbaiki kesalahan pengetikan pada
permohonan dan petitum. sementara, Hakim Konstitusi Maria menyarankan
Pemohon untuk menggabungkan petitum yang berjumlah 21 menjadi 10
petitum dan memisahkan legal standing masing-masing Pemohon pada
pasal-pasal yang digugat. Pemisahan legal standing ini agar kewenangan dan
hak konstitusional masing-masing Pemohon dapat terlihat dalam
permohonan.

Sedangkan, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti tentang hierarkis antara
pemohon dengan KPU Pusat. Saldi mempertanyakan apakah Pemohon
sudah memberitahukan kepada KPU Pusat mengenai gugatan tentang pasal-
pasal yang berkaitan dengan KPU daerah seperti pasal khusus untuk daerah
Aceh dan jumlah anggota KPU daerah. Pasalnya, pemohon berasal dari KPU
daerah, jangan sampai hanya KPU daerah tertentu yang mengalami, tapi
daerah lain tidak merasa dirugikan. Selain itu, Pemohon diminta untuk
menyertakan putusan MK sebelumnya tentang penyelenggaraan pemilu di
Aceh. (Halim)
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